Abstrak

Kebijakan publik dan hukum saling membutuhkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Keduanya terkait dengan kepentingan publik. Secara umum,
kebijakan publik akan legal jika dibuat dalam undang-undang sedangkan undang-
undang tersebut merupakan hasil dari kebijakan publik. Selanjutnya, hukum produk
tanpa pengolahan kebijakan publik akan kehilangan makna substansinya. Sebaliknya,
jika pengolahan kebijakan publik tanpa legalisasi demikian, maka dimensi operasional

akan lemah. Oleh karena itu, keduanya penting untuk diatur kepentingan publik.

Kata kunci : kebijakan publik, hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Abstrack

Public policy and law need each other in the implementation of local
government. Both of them are in relation to public interest. In generally, public policy
will be legal if it is made in a law whereas the law is a result from public policy.
Furthermore, legal product without the processing of public policy will lose the
meaning of its substancy. On the contrary, if the processing of public policy without
legalization so, its operational dimension will be weak. Therefore, both of them are

important to regulate the public interest.
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